BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.  
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka memahami arah kebijakan ekonomi daerah yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 maka pada bagian ini diuraikan gambaran tentang realisasi ekonomi makro tahun 2014, perkiraan pada tahun 2016, dan target  yang akan dicapai pada tahun 2016 dengan mempertimbang perkembangan ekonomi makro nasional serta kebijakan pemerintah pusat dalam bidang perekonomian.

 Prospek perekonomian Sulawesi Utara tahun 2016 akan dipengaruhi oleh  perkembangan perekonomian nasional yang tidak terlepas  dari keadaan perekonomian dunia. Pada tahun 2016 di perkirakan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara akan positif atau sesuai dengan target yang ditetapkan, apabila beberpa asumsi makro dapat terjaga.
Kebijakan keuangan daerah tahun 2016 memberi gambaran tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2013, 2014 serta tahun 2015  juga  target tahun 2016  yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama pendapatan asli daerah.

3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2016
A.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014
Perekonomian Sulawesi Utara tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 80,76 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp33,74 juta atau US$ 2.842,6.

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2014  tumbuh 6,31 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 6,38 persen . Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan  Makan Minum sebesar 10,86 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor Luar Negri sebesar 114,74 persen.

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2014 tumbuh 6,31 persen, memiliki pertumbuhan agak melambat dibandingkan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 7,86 persen. Nilai PDRB Sulut tahun 2013 secara riil  (atas dasar harga konstan 2000) tercatat senilai Rp 21,29 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp. 19,74 triliun. Atas dasar harga berlaku, nilai PDRB tahun 2012 tercatat senilai RP 47,20 triliun, meninglat dibandingkan tahun 2011 yang senilai Rp 41,83 triliun.
Nilai PDRB Sulawesi Utara tahun 2013 atas Dasar Harga Berlaku tercatat senilai Rp. 53,40 triliun, meningkat jka dibandingkan tahun 2012 yang senilai RP 47,20 triliun. Selanjutnya secara riil (Atas Harga Konstan 2000) senilai Rp. 22,87 triliun, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya atau 2012 yang mencapai nilai Rp 21,29 triliun.  Selama tahun 2013, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan mencapai 15,48 persen, Pertumbuhan terbesar ke dua pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 14,78 persen. terendah terjadi di sektor Pertanian yang mengalami pertumbuhan 4,12 persen. 
Tiga Sektor Ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2013 adalah Sektor Perdagangan Hotel, dan Restoran sebesar 2,14 persen, Sektor Jasa-Jasa sebesar 1,13 persen serta Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan sebesar 1,06 persen.
B.
Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Sulawesi Utara tahun 2013 memperlihatkan pergeseran peranan untuk beberapa sektor. Peranan kelompok sektor primer mengalami penurunan dari 21,46 persen menjadi 19,58 persen pada tahun 2013. Penurunan ini berasal dari sektor pertanian yaitu menurun dari 17,45 persen pada tahun 2011 menjadi 15,87 persen tahun 2013 serta pertambangan dan penggalian dari 4,00 persen ke 3,70 persen.

Kondisi yang sama pun terjadi pada kelompok sektor seiunder dengan peranan yang menurun. Pada tahun 2013 peranan kelompok sektor ini turun sebesar 1,52 poin dari 24,43 persen menjadi 25,95 persen. Sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi mengalami penurunan sebesar 0,69 dan 0,87 poin dari tahun 2011 ke tahun 2013. 

Berbeda dengan dua kelompok di atas, peranan kelompok sektor tersier terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 peranannya bertambah 3,40 poin menjadi sebesar 56,00 persen. Peningkatan peranan pada kelompok sektor tersier disumbang dari peningkatan seluruh sektor yang tergabung dalam kelompok ini. Peranan sektor jasa-jasa sebagai penyumbang terbesar meningkat dari 16,99 persen di tahun 2011 menjadi 18,55 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan sektor lain yang tergabung dalam kelompok ini pun mengalami peningkatan, kecuali sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi 18,03 persen pada tahun 2013. 

C.
PDRB menurut Penggunaan
PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 senilai 53,40 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang senilai 47,20 13,36 triliun, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 12,57 triliun triliun. PDRB tahun 2013 tersebut digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 25,24 triliun, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 15,24 triliun, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 13,54 triliun, ekspor sebesar 19,49 triliun dan impor sebesar 20,62 triliun. 

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga swasta non profit adalah sebesar 6,51%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,74%. Perumbuhan ini didorong oleh Idul Fitri,Idul Adha, Perayaan Natal dan Persiapan tahun baru, Pilkada dibeberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolmong Utara dan Kotamobagu , Peringatan Hari Pers Nasional dan Even nasional maupun Internasional seperti POR Korpri, Asia Pasific Choir Games 2013, dan IX Asia Pasific Astronomy Olympiad. Sementara komponen lain seperti PMBT tumbuh 3,42 persen,  didorong oleh pembangunan di beberapa kabupaten kota, seperti pembangunan kantor dan pasar minahasa selatan, pembangunan pelabuhan penumpang di Bolmong Utar, pembangunan lanjutan jalan lingkar lembeh, dan pembangunan infrastruktur PDAM di Siau, namun ada juga beberapa proyek pembangunan yang putus kontrak karena hingga akhir tahun anggaran realisasinya masih minim, seperti yang terjadi di bolmong. Sementara untuk perdagangan barang dan jasa, eksport dan impor terkontrkasi masing-masing sebesar minus 1,84% dan minus 8,41 persen. Dilihat dari sumber pertumbuhan, komponen PDRB menurut pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menyumbang sebesar 2,58 persen. 

Secara q-to-q semua komponen PDRB penggunaan mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV/2013 ini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit tumbuh sebesar 9,01 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 27,41 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi di triwulan IV/2013 digerakan oleh adanya perayaan Idul fAdha, Natal, Persiapan Tahun Baru ,POR Korpri,Asia Pasific Choir Games dan Asia Pasific Astronomy Olympiad. Tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah digerakan oleh penyerapan anggaran yang mencapai sekitar 92 persen di triwulan IV, meningkat pesat dibandingkan triwulan III yang masih sekitar 52 persen. Komponen lainnya seperti komponen PMBT tumbuh sebesar 12,76 persen yang didorong oleh adanya infrastruktur dan gedung dibeberapa daerah, dilihat juga dari permintaan produk semen yang secara q-to-q meningkat sekitar 25 persen. Komponen eksport tumbuh sebesar 5,02 persen dan impor tumbuh sebesar 6,66 persen. Pertumbuhan impor didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap bahan makanan (mentega,telur,tepung terigu,gula dan telur,minuman soda) dalam rangka persiapan natal dan tahun baru yang di impor langsung dari luar pulau jawa. 

Dilihat dari pola distribusi persentasi 2013, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran yakni sebesar 44,57 persen, diikuti oleh komponen konsumsi pemerintah yang memberikan kontribusi sebesar 28,54 persen, komponen PMBT sebesar 25,35 persen, dan net eksport sebesar minus 2,13 persen. Net eksport negative menunjukan bahwa propinsi Sulawesi Utara untuk beberapa komoditi masih tergantung dengan luar negeri maupun dalam negeri. 
D.
Kemisikinan

Tingkat Kemisikinan Provinsi Sulawesi Utara  pada September  2013 ini secara year to year mengalami kenaikan, demikian juga jika dibandingkan dengan Maret 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan.  Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ) Triwulan III 2013 diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan Sulawesi Utara pada September 2013 sebesar 8,50 persen atau sebanyak 200,16 ribu jiwa. Data Maret 2013 menunjukan  tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Utara masih 7,88 persen atau 184,40 ribu jiwa. Dengan kata lain selama periode Maret 2013 presentase penduduk miskin bertambah 0,6 persen atau secara absolute telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 15,8 ribu jiwa.

Penduduk miskin di Sulawesi Utara masih didominasi penduduk di daerah perdesaan. Dari 200,16 ribu jiwa penduduk miskin pada September 2013, sebanyak 135,10 ribu jiwa tinggal di daerah perdesaan, dan diperkotaan hanya 65,06 ribu jiwa. Jumlah itu juga memberi arti bahwa diperkotaan tingkat kemiskinan sebesar 6,12 persen sedangkan diperdesaan 10,46 persen.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Periode Maret-September 2013, terjadi kenaikan baik di daerah perdesaan yang persentasenya mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen atau secara asolut jumlah penduduk miskin naik sebanyak 14,5 ribu jiwa, maupun di daerah perkotaan yang persentasenya mengalami kenaikan sebanyak 0,08 persen atau secara absolute jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,2 ribu jiwa. 
Secara tren pada periode September 2012- September 2013 menunjukan adanya kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan pada periode tahun 2007-2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selalu dibawah angka nasional. Data September 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 11,47 persen atau setara dengan 28.553,93 ribu jiwa.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada September 2013 secara nasional berada di peringkat ketiga belas terendah, namun di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku,Papua), Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat kedua terendah setelah Maluku Utara. Sedangkan di wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara berada di posisi pertama tingkat kemiskinan paling rendah.  
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis Kemiskinan, Karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan.   
E.
Pengangguran
Struktur  ketenagakerjaan Sulawesi Utara  pada  Agustus 2013 tidak banyak mengalami perubahan dibanding keadaan Agustus 2012. Penduduk yang termasuk angkatan kerja masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja. Demikian juga untuk penduduk yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja masih lebih banyak dari yang menganggur. Sedangkan struktur penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga masih menduduki tempat teratas, kemudian bersekolah dan lainnya. 

Penduduk usia kerja Agustus 2013 yang termasuk angkatan kerja sekitar 59,76 persen dan sisanya sekitar 40,24 persen adalah bukan angkatan kerja. Sedangkan dari total penduduk yang termasuk angkatan kerja, sekitar 93,32 persen merupakan penduduk bekerja dan pengangguran sekitar 6,68 persen. Hal itu disebabkan oleh penurunan jumlah angkatan kerja dari sebesar 1,089 juta pada Februari 2013 menjadi sebesar 1,015 juta pada Agustus 2013. Penurunan jumlah angkatan kerja terjadi karena adanya perpindahan angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Secara relatif angka pengangguran Sulawesi Utara menunjukkan penurunan dari 7,19 persen pada Februari 2013 menjadi 6,68 persen pada bulan Agustus 2013. Walaupun ada perbaikan, angka pengangguran Sulawesi Utara masih diatas angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka nasional sebesar 6,25 persen.

Selama periode Februari 2013-Agustus 2013 terlihat ada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan. Secara umum dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak pencari kerja dengan pendidikan menengah. Pada pencari kerja berpendidikan tinggi rupanya ada penurunan yang mengindikasikan terserapnya mereka pada dunia kerja. Sebaliknya pada penduduk bekerja terlihat adanya peningkatan proporsi pekerja berletar belakang pendidikan tinggi serta sebaliknya ada penurunan proporsi pekerja dengan pendidikan rendah. Secara makro perubahan komposisi ini seharusnya dapat dimaknai sebagai peningkatan produktivitas yang dipicu peningkatan kualitas tenaga kerja.

Jumlah pengangguran keadaan bulan Agustus 2013 sebesar 67,7 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 13,1 ribu orang pada bulan Februari 2013 turun sebanyak 10,6 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu 8,62 persen, turun menjadi 7,79 persen. Namun bila dibandingkan dengan TPT nasional 6,25 persen, TPT provinsi Sulawesi Utara keadaan 2013 termasuk tinggi.

 Perbandingan desa-kota, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Sebanyak 8,17 persen angkatan kerja diperkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 38,2 ribu orang. Sedangkan di perdesaan tingkat pengangguran 5,40 persen atau 29,5 ribu orang. Dibandingkan Februari 2013 di daerah perkotaan terjadi penurunan tingkat dan jumlah pengangguran. Sedangkan di daerah perdesaan, jumlah pengangguran malah meningkat sebesar 1,5 ribu orang.

Secara absolute pada semesteran terakhir, seluruh lapangan pekerjaan mengalami pengurangan tenaga kerja kecuali pada sector pertanian, yaitu bertambah 6,6 ribu orang dan sector lembaga keuangan real estate, persewaan dan jasa perusahaan yang bertambah sebanyak 4,1 ribu orang.

Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2013, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan 39,94 persen, berusaha sendiri 27,91 persen. Pekerja tak penuh merupakan penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal yaitu dibawah 35 jam perminggu, apabila penduduk tersebut seminggu yang lalu pada saat pencacahan sedang mencari pekerjaan, maka disebut dengan setengah penganggur, namun jika tidak mencari pekerjaan maka disebut pekerja paruh waktu. Keadaan bulan Agustus 2013 dari seluruh penduduk yang bekerja terdapat penduduk pekerja tak penuh sebesar 288,97 ribu orang 30,52 persen. Jumlah penduduk pekerja tak penuh tersebut terdiri dari setengah pengangguran sebesar 90,46 ribu orang dan pekerja paruh waktu sebesar 198,51 ribu orang.
F. Inflasi
Pada tahun 2013, Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi tahunan yang lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 8,38%. Laju inflasi tahun kalender 2013 tercatat sebesar 8,12 persen sedangkan inflasi "year on year" Desember 2013 terhadap 2012 sebesar 8,12 persen juga.  Meskipun demikian, inflasi Provinsi Sulawesi Utara masih berada diatas inflasi wilayah Sulawesi-Maluku-Papua yang tercatat sebesar 7,02%.  Berdasarkan fakor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan didorong oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak, serta kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Sementara itu, kelompok inti (core inflation) mengalami inflasi pada level moderat. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran. 

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, inflasi tahun 2013 disumbangkan oleh hampir semua kelompok yang ada, kecuali pada kelompok sandang yang relatif stabil. Inflasi terbesar dialami oleh kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan dan kelompok bahan makanan yang tercatat mengalami inflasi masing-masing 17,92% dan 13,33% dengan kontribusi sebesar 22,29% dan 4,03% terhadap inflasi tahunan. 

Pada kelompok bahan makanan sub kelompok sayur-sayuran mengalami inflasi sebesar 34,53%, dengan sumbangan 0,99% disusul sub kelompok bumbu-bumbuan dengan inflasi sebesar 33,92% dan sumbangan 1,43% terhadap inflasi tahunan. Inflasi tertinggi pad akelompok makanan terjadi karena tekanan permintaan yang kembali meningkat seiring perayaan natal dan tahun baru. Sementara itu pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keungan sub kelompok transportasi mengalami inflasi 26,28% dengan sumbangan 2,28% yang di picu kenaikan harga BBM bersubsidi di bulan Juni 2013. 

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 4,73% dengan sumbangan sebesar 1,18% yang terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik, biaya sewa rumah,  upah mandor/buruh bangunan dan harga beberapa bahan bangunan. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,67 % dengan sumbangan sebesar 0,46% terhadap inflasi tahunan. Kelompok kesehatan mengalami inflasi tahunan sebesar 2,96% dengan sumbangan 0,11 % dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi 1,15%, dengan sumbangan 0,06%. Sementara itu kelompok sandang relatif stabil meski mengalami deflasi rendah sebesar -0,04%.

Dilihat dari kelompok penyumbang inflasi tahunan, angkutan kota dan bensin yang mengalami inflasi32,50% dan 43,55% akibat penyesuaian tarif paska kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) merupakan penyumbang inflasi terbesar dengan sumbangan keduanya mencapai 2,17% terhdap inflasi tahunan. Sementara itu, tomat, sayur dan bawang merah merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 2,11 persen.

3.1.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015
A.  Pertumbuhan Ekonomi 2015.

 Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan tingkat nasional serta daerah lain se-Sulawesi. Pada satu sisi dapat diikuti bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara lebih tinggi dari nasional. Pada 2009 nasional bertumbuh sebesar 4,63 % dan Sulawesi Utara sebesar 7,85 %, pada 2010 nasional bertumbuh sekitar 6,22 % dan Sulawesi Utara sekitar 7,16 %, pada 2011 nasional bertumbuh sekitar 6,49 % dan Sulawesi Utara sekitar 7,39 %, pada 2012 nasional bertumbuh sekitar 6,26 % dan Sulawesi Utara sekitar 7,86 %, pada 2013 nasional bertumbuh sekitar 5,78 % dan Sulawesi Utara sekitar 7,45%. 

Berdasarkan ratio dengan nasional maka diprediksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2014 akan mencapai kisaran 7,1–7,5%. Selanjutnya pada 2015 diprediksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5–8,0%  Sejak 2 tahun terakhir yakni 2012 dan 2013 tampaknya ratio pertumbuhan Sulawesi Utara dengan nasional berada pada kisaran 1,26 dan 1,29

Target tersebut dapat dicapai bila Kondisi keamanan yang kondusif serta pembentukan nilai investasi yang mencapai 15 triliun disamping itu juga program-program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dilakukan pembangunan berkelanjutan seperti pembebasan lahan untuk Kawasan ekonomi Khusus Bitung, jalan Tol Manado Bitung, Pelebaran Jalan Manado-Tomohon, Pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan dan pematangan lahan kawasan Ekonomi khusus Bitung termasuk program meningkatkan ketahanan pangan.
	Gambar 2.1

Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Prediksinya
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B.
Pengangguran 

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka ditingkat nasional dan Sulawesi Utara 2009-2014 dan prediksi tahun 2015.

	
Gambar 2.2

Perkembangan Indikator Pengangguran dan Prediksinya

	[image: image2.png]12

oN B o ®

10,52

9,61
8,62
79
6,68
\ 5,96
18
714 6,56 6,14 6,25
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

—4—NASIONAL —@—=SULUT






	Sumber: BPS (Diolah)



Gambar memperlihatkan  bahwa pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara selang 2009 sampai dengan 2013 cenderung lebih besar dari nasional. Pada 2009 nasional sebesar 7,87 % dan Sulawesi Utara sekitar 10,52 %, 2010 nasional sebesar 7,14 dan Sulawesi Utara sekitar 9,61 %, 2011 nasional sekitar 6,56 % dan Sulawesi Utara sekitar 8,62 %, 2012 nasional sekitar 6,14 % dan Sulawwesi Utara 7,79%. 2013 nasional sekitar 6,25 % dan Sulawesi Utara masih sekitar 6,68 %.

Rata-rata penurunan pengangguran Sulawesi Utara dilihat dari prosentasinya adalah sekitar 10,82 %; suatu angka penurunan yang signifikan sehingga beda prosentasi dengan nasional semakin mengecil. Oleh sebab itu prediksi pengangguran Sulawesi Utara pada 2014 menjadi sekitar 5,96 % dan 2015 sekitar 5,31 %. Tingkat pengangguran yang dapat dicapai pada tahun 2015 tersebut dapat dianggap wajar dalam kondisi perekonomian sekarang ini.

Jika diikuti perbandingan dengan provinsi lainnya se-Sulawesi, maka dapat dikemukakan bahwa pengangguran di Sulawesi Utara adalah yang tertinggi sejak 2009 sampai 2013. Sebagaimana  dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan sekitar 8,90 % pada 2009 dan tinggal 5,10 % pada 2013 dengan penurunan dari prosentase sebesar 12,99 %/tahun. Provinsi lainnya di Sulawesi tampaknya jumlah pengangguran sudah tidak berada pada tingkat yang serius, bahkan Provinsi Sulawesi Barat sudah pada tingkat 2,33 % pada 2013. 

Pengangguran di Sulawesi utara yang tinggi sebagaimana dalam beberapa pengamatan, dikarenakan factor migrasi masuk dan tingkat pendidikan formal yang relative tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja tersebut.Indeks pembangunan manusia yang relative tinggi di Sulawesi Utara, yakni nomor 2 sesudah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; di mana hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relative lebih baik disamping kesehatan.
C.
Kemiskinan 

Indikator kemiskinan menjadi salah satu yang penting dan mendasar dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.Indikator ini menjadi dapat menjadi pemicu masalah sosial dan bahkan aspek lainnya.

Berdasarkan Gambar,  maka dapat diikuti perkembangan indicator kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara serta nasional. Tampak jelas sejak 2009 bahwa kemiskinan sampai dengan 2012 bahwa Sulawesi Utara lebih rendah dari Nasional; di mana kemisikinannya terus menurun dari 9,79 % menjadi 7,88 %. 

Penurunan rata-rata pertahun adalah sekitar 5,28 %.; dimana prediksi pada 2014 dan 2015 menjadi sekitar 7,46 % dan 7,07 %.  Angka prediksi tersebut masih dapat diturunkan jika memantapkan kebijakan-kebijakan yang relevan.

	Gambar 2.3.

Perkembangan Indikator Kemiskinan dan Prediksinya
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Rencana target penurunan angka kemiskinan  Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan memperhatikan realisasi angka-angka tahun sebelumnya dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain meningkatkan investasi  ke daerah, mengefektifkan program Kredit Usaha Rakyat,pengembangan ekonomi usaha kecil  serta upaya mencapai target-target MDG,s serta program lain. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 7,05 persen.

3.2. 
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

A.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut :
	Tabel 3.1. Realisasi 2012-2013 dan Proyeksi 2014-2015  Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

	No
	Uraian
	Realisasi 2012 (Rp)
	Realisasi 2013
	Proyeksi/Target pada 2014
	Proyeksi/Target pada 2015

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pendapatan Asli Daerah
	           633.352.183.500 
	785.467.967.386
	944.590.000.000
	983.584.935.415

	1,1
	Pendapatan Pajak Daerah
	           554.845.819.018 
	667.486.863.891
	820.520.000.000
	886.161.600.000

	1,2
	Hasil Retribusi Daerah
	              14.576.496.775 
	22.360.933.010
	38.000.000.000
	34.179.200.000

	1,3
	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	              24.433.970.535 
	33.010.612.361
	40.000.000.000
	23.000.000.000                

	1,4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	              39.450.972.172 
	62.609.558.104
	46.070.000.000
	40.244.135.415

	2
	Dana Perimbangan
	           933.366.697.430 
	1.029.749.639.438
	1.109.527.682.000
	          1.109.527.682.000 

	2,1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	              99.269.530.986 
	89.719.222.438
	100.000.000
	100.000.000

	2,2
	Dana Alokasi Umum
	           790.557.236.444 
	885.684.277.000
	949.852.622
	             949.852.622.000 

	2,3
	Dana Alokasi Khusus
	              43.539.930.000 
	54.346.140.000
	59.675.060.000
	               59.675.060.000 

	3
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	           484.268.547.335
	500.422.145.674
	275.218.045.000
	             275.218.045.000 

	3,1
	Pendapatan Hibah
	 501.216.000
	261.686.000
	                    500.000.000 
	                     500.000.000 

	3.2
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
	216.377.489.835
	258.196.486.174
	374.975.849.091
	

	 
	Dana penyesuian otonomi khusus
	 267.389.841.500
	241.963.973.500
	274.718.045.000
	             274.718.045.000 

	A
	Jumlah Pendapatan
	        1.834.565.013.430 
	2.315.639.752.478
	2.329.335.727.000
	          2.368.330.662.415 


B.
Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2015, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2013 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2014.  Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas dan jangkauan pelayanan, kualitas pelayanan serta peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat. 

Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah   kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui : Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk :

a. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.

b. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.

c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah. 

d. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.

e. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

f.  Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.

g. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

h. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

i. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

j.  Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.
Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah.

Penambahan/pembukaan 7 (tujuh) UPTD pada Kabupaten/Kota pemekaran di akhir tahun 2011  memaksimalkan penerimaan PAD dari jenis Pajak Daerah dalam dua tahun terakhir akan lebih intens lagi menambah target pendapatan tahun 2015, selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

b. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah terus ditingkatkan dengan membenahi

mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

c. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah.

Meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistim dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.

d. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah.


Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah.

e. Sosialisasi dan Publik Relationship.


Upaya sosialisasi melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota.

f. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.


Mengoptimalkan fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing SKPD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
g. Penyesuaian tarif retribusi.


Menginventarisir, menganalisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
h. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah.


Memaksimalkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.

i. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.


Keterlibatan aktif dalam koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang turut berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang baru mulai dikelola pada akhir tahun 2011.

3.2.2.
Arah Kebijakan Belanja  Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2015  diarahkan pertama untuk memenuhi kebutuhan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian , pariwisata  dan lain-lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyrakat dan peningkatan perekonomian daerah yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2.  Realisasi 2012-2013 dan Proyeksi 2014-2015 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	NO
	URAIAN
	REALISASI 2013
	REALISASI 2013
	REALISASI 2014
	REALISASI 2015

	1.
	Belanja Tidak Langsung
	860.233.283.307
	921.771.690.539
	1.327.670.220.000
	1.327.670.220.000

	2.
	Belanja Pagawai
	380.581.933.699
	395.525.192.657
	545.711.385.000
	545.711.385.000

	3.
	Belanja Bunga
	-
	-
	-
	-

	4.
	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	-

	5.
	Belanja Hibah
	279.993.486.000
	262.920.571.500
	317.328..835.000
	317.328..835.000

	6.
	Belanja Bantuan Sosial
	500.000.000
	5.230.000.000
	20.000.000.000
	20.000.000.000

	7.
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	198.156.413.252
	256.177.099.086
	362.250.000.000
	362.250.000.000

	8.
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
	931.330.356
	899.999.857
	72.380.000.000
	72.380.000.000

	9.
	Belanja Tidak Terduga
	70.120.000
	1.018.827.439
	10.000.000.000
	10.000.000.000

	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung
	860.233.283.307
	921.771.690.539
	1.327.670.220.000
	1.327.670.220.000

	1.
	Belanja Langsung
	910.886.080.453
	1.101.511.696.312
	1.124.948.326.301.49
	1.124.948.326.301.49

	2.
	Belanja Pegawai
	56.662.657.400
	71.185.261.434
	45.345.818.908
	45.345.818.908

	3.
	Belanja Barang dan Jasa
	503.626.704.953
	643.431.922..937
	569.828.076.365.30
	569.828.076.365.30

	4.
	Belanja Modal
	350.596.718.100
	386.894.511.941
	509.774.431.028.19
	509.774.431.028.19

	
	Jumlah Belanja Langsung
	910.886.080453
	1.101.511.696.312
	1.124.948.326.301.49
	1.124.948.326.301.49

	
	TOTAL JUMLAH BELANJA
	1.771.119.363.760
	2.023.283.386.851
	2.452.618.546.301.49
	2.452.618.546.301.49


3.2.3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

A.
Kebijakan Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari :
1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Sisa pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi utara tahun pada 2014 adalah penerimaan  pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Sebesar Rp. 252.904.042.167.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :
Tabel 3.3. Realisasi 2012-2013 dan Proyeksi 2014-2015 Pembiayaan Daerah   Provinsi Sulawesi Utara
	

	No
	Jenis Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah
	Jumlah

	
	
	Realisasi 2012
	Realisasi 2013
	Proyeksi 2014
	Proyeksi 2015

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	189.114.090.285.
	252.904.042.167
	148.282.819.301
	148.282.819.301.49

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Penerimaan Pinjaman daerah
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Penerimaan piutang
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
	189.114.090.285
	252.904.042.167
	148.282.819.301
	148.282.819.301.49

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	penyertaan modal investasi daerah
	 
	40.000.000.000
	25.000.000.000
	 25.000.000.000

	3.2.3
	Pembayaran utang pokok
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	 
	40.000.000.000
	25.000.000.000
	 25.000.000.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH PEMBIAYAAN   NETTO
	189.114.090.285
	212.904.042.167
	123.282.819.301.49
	123.282.819.301.49
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